BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dapat
disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pengaturan Protap Nomor 01 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki,
Pelaksanaan protap ini tidak semata-mata menjadi pedoman utama karena
setiap anggota Polri juga harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 01
tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta
Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan
Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Namun
demikian Protap, ini jika ditelaah, masih terdapat persoalan-persoalan yang
krusial dan perlu dilakukan pembenahan, jika tidak peluang penyalahgunaan
kekuasaan akan terjadi, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran hukum
dengan dalih penegakan hukum. terutama pada tingkat diskresi dan
pemahaman landasan hukum yang dijadikan sebagai alasan penghapus
pidana. Guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan
pemahaman hukum yang baik, dan polisi yang berkualitas, sehingga SDM
menjadi bagian yang sangat penting. Degan demikian diskresi tidak berubah
jadi diskriminasi, karena penerapan suatu aturan oleh penegak hukum.
Sedangkan pengaturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, penerapanya sudah

berjalan dengan baik meskipun masih ada kelalaian yang dilakuka.
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2. Mekanisme pengawalan kepolisian terhadap aksi demonstrasi Dikabupaten
Pohuwato yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Sispam Kota
Kabupaten Pohuwato terdiri dari aksi massa damai, aksi massa kurang tertib,
aksi massa rusuh, aksi massa anarkis dan brutal berbahaya. Akan tetapi
berdasarkan angket yang disebar pengawalan kepolisian terhadap aksi
demonstrasi belum berjalan dengan baik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengawalan kepolisian
terhadap aksi demonstrasi dikabupaten pohuwato yaitu struktur hukum,

substansi hukum, budaya hukum.

5.2 Saran
Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan Protap Nomor 01 tahun 2010 Tentang Penanggulangan
Anarki, seorang anggota Polri harus memiliki perubahan pola pikir agar
tidak terjadi pengambilan diskresi atau kebebasan bertindak dalam
mengambil keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang
berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri yang semena-mena.
Dalam pengambilan diskresi harus dapat dibatasi dan dikendalikan,
dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan
terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan
diskresi. Persoalannya,keputusan-keputusan tidak terprogram sering

muncul dan membuka pintu lebar lebar bagi pengambilan diskresi. Serta
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petugas di lapangan harus tetap mengedepankan dialog, negosiasi dan
jikapun harus mengambil tindakan tegas, tentu syarat, prosedur dan
kondisinya sudah harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam sejumlah
aturan yang mengatur tentang ini. Serta, Polri harus terbuka terhadap kritik
dan masukan sehingga mempercepat perubahan internal Polri ke arah yang
lebih baik.

Dalam hal mekanisme pengawalan kepolisian terhadap aksi demostrasi
anggota Polres Pohuwato harus lebih disiplin dan melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik agar pengawalan berjalan dengan baik dan benar
berdasarkan Sistem Pangamanan Kota, Undang-Undang Nomor 9 tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,
Protap Nomor 01 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki serta harus
memperbanyak  koordinasi  dengan  pemerintah  setempat dan
memperbanyak sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan
dalam pelaksanaan aksi demonstrasi serta perlu adanya kebijaksanaan
pemerintah untuk penanggulangan secara terpadu melalui organisasi
keamanan wilayah yang bekerja setiap saat dikoordinasikan dengan
Muspimpinan daerah.

Pelaksanaan fasilitasi yang dikembangkan oleh Polres Pohuwato perlu
ditindaklanjuti dan dijadikan dasar dalam menangani penegakan hukum
dalam menyampaikan pendapat di muka umum/ demonstrasi dengan

mengedepankan faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum,
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sehingga penegakan hukum tidak memerlukan tindakan represif yang akan

membawa dampak kerugian yang besar dari berbagai pihak.
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